Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Akibat Hukum Pemalsuan Akta Jual Beli Nomor 103/2013 oleh
Pegawal Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pembeli (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor

70/Pid.B/20 8/PN.ngg = The Legal Consequences of Forgery of Sale
and Purchase Deed Number 103/2013 By Office Employee of Land
Deed Official and Buyer (Case Study of Rangkasbitung District Court
Decision Number 70/Pid.B/2018/PN.Rkb).

Elsa Putri Pratiwi Indra, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20508140& lokasi=lokal

<b>ABSTRAK</b><br>

Penelitian ini membahas mengenal akibat hukum pemalsuan Akta Jual Beli Nomor 103/2013 oleh pegawai
kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pembeli terkait Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Nomor 70/Pid.B/2018/PN.Rkb. PPAT dalam jabatannya berwenang membuat akta autentik, dengan harus
membacakan aktajual beli yang dibuat tersebut kepada para pihak yang terkait/berkepentingan dan
menjelaskan isi aktatersebut. Longgarnya pengawasan terhadap pembuatan akta jual beli dalam lingkup
pekerjaan PPAT mengakibatkan kerugian oleh beberapa pihak. Adapun permasal ahan yang diangkat dalam
penelitian adalah mengenai pembatalan Akta Jual Beli Nomor 103/2013 yang digjukan oleh penjual di
pengadilan negeri setempat terhadap pemal suan yang dilakukan oleh pegawai PPAT dan pembeli kepada
PPAT yang bersangkutan dan pengadilan negeri setempat karena tidak memenuhi syarat formil dan materil
dalam pembuatan aktanya; dan pertanggungjawaban PPAT terhadap akibat yang ditimbulkan karena
pemalsuan Akta Jual Beli Nomor 103/2013 karenatidak dibuat oleh dan di hadapannya sebagaimana diatur
dalam peraturan jabatannya. Untuk menjawab permasal ahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis
normatif dengan deskriptif analitis. Hasil analisis adalah pembatalan akta jual beli yang dilakukan melalui
pengadilan negeri karena pemalsuan akta jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan pegawai kantor PPAT,
tanggung jawab PPAT terhadap pemalsuan aktajual beli yang dilakukan adalah sepanjang melaksanakan
jabatannya. PPAT sebagal pejabat umum yang memiliki kewenangan, sebaiknya berhati-hati dalam

menjal ankan jabatannya, memeriksa dokumen, akta yang dibuat dan terhadap karyawan.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This study discusses the legal consequences of forgery the Deed of Purchase Number 103/2013 by office
employee of Land Deed Official and buyer related to Rangkashitung District Court Decision Number
70/Pid.B/2018/PN.Rkb. Land Deed Official in his position is authorized to make authentic deeds, by having
to read the deeds of sale and purchase made to the parties concerned / interested parties and explain the
contents of the deeds. Loosening of supervision over the making of sale and purchase deeds within the scope
of Land Deed Official's work resulted in losses by several parties. The problem raised in the research isthe
cancellation of the Purchase Deed Number 103/2013 submitted by the seller in the local district court for
counterfeiting carried out by office employee of Land Deed Official and buyer to the relevant Land Deed
Officia and local district court because it did not meet the formal and material requirements in the making
deed; and the accountability of Land Deed Official for the consequences caused by falsification of the Sale


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20508140&lokasi=lokal

and Purchase Act Number 103/2013 because it was not made by and before him as stipulated in his position
regulations. To answer the problem used normative juridical research methods with analytical descriptive.
The result of the analysisis that the sale and purchase deed is not authentic because it does not fulfill the
formal and material requirements for making the deed. Land Deed Officias as a public official who has the
authority, should be careful in carrying out his position, checking documents, deeds made and against
employees.



